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PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35H, Pasal 43
ayat (5), Pasal45 ayat (7), Pasal 48 ayat (8), Pasal 49 ayat(21,
Pasal 5O ayat (16), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51A ayat (7),
Pasal 51B ayat (2), Pasal 52 ayat (5), Pasal 52A ayat (21,
Pasal 55 ayat (5), Pasal 56A ayat (3), Pasal 57 ayat (4), dan
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang
Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Jalan Tol;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44441 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2g Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JALAN TOL.

BABI...
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BAB T

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu
lintas umum.

2. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu
lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh
dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta
dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

3. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang
merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai
jalan nasional yang penggunanya diwajibkan
membayar.

4. Jalan Penghubung adalah jalan yang menghubungkan
jalan utama pada Jalan Tol dengan Jalan non To1.

5. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib
dibayarkan untuk penggunaan Jalan To1.

6. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat
BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang
melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat
dalam penyelenggaraan Jalan To1.

7. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya
disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang
bergerak di bidang pengusahaan Jalan To1.

8. Standar Pelayanan Minimal Jalan To1 yang selanjutnya
disebut SPM Jalan Tol adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap
Pengguna Jalan Tol secara minimal atas
penyelenggaraan Jalan To1.

9. Pengguna Jalan Tol adalah Setiap Orang yang
menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar
To1.

10. Ruas Jalan Tol adalah satu bagian atau penggal dari
sistem jaringan Jalan Tol yang pengusahaannya dapat
dilakukan oleh Badan Usaha.
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11. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep
pelaksanaan/penerapa.n konstruksi berkelanjutan
bidang prasarana jalan yang memuat prinsip
berkelanjutan dan berbasis keseimbangan aspek
lingkungan, ekonomi, dan sosial.

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang jalan.

14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN JALAN TOL

Bagian Kesatu
Maksud, T\rjuan, dan Lingkup

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Jalan Tol dimaksudkan untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilnya
serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah
dengan memperhatikan keadilan yang dapat dicapai
dengan membina jaringan Jalan To1.

(21 Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk:

a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan
arus penumpang dan barang, serta kepastian
hukum dalam penyelenggaraan jalan;

b. penyelenggara€m jalan yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi
logistik, pemerataan pembangunan, dan
implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;

c. peran penyelenggara jalan secara optimal dalam
pemberian layanan kepada masyarakat;

d.pelayanan...
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d. pelayanan jalan yang andal dan prima serta
berpihak pada kepentingan masyarakat dengan
memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan
berdaya saing;

e, sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk
mendukung terselenggaranya sistem transportasi
yang terpadu;

f. pengusahaan Jalan Tol yang transparan,
akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM
Jalan Tol;

g. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
jalan; dan

h. sistem jaringan jalan yang berkelanjutan.

Pasal 3
Lingkup penyelenggaraan Jalan Tol meliputi pengaturan
Jalan Tol, pembinaan Jalan Tol, pengusahaan Jalan Tol, dan
pengawasan Jalan To1.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 4
(U Wewenang penyelenggaraan Jalan Tol berada pada

Pemerintah Rrsat.
(21 Wewenang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan,
pengusahaan, dan pengawasan.

(3) Sebagian wewenang Pemerintah h,rsat dalam
penyelenggaraan Jalan To1 yang berkaitan dengan
pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan
Usaha dilaksanakan oleh BPJT.

Bagian Ketiga
Syarat Umum

Pasal 5

(1) Jalan Tol merupakan:
a. bagian dari sistem jaringan jalan nasional dan

terintegrasi dengan sistem transportasi yang
terpadu; dan
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b. lintas alternatif dari ruas Jalan Umum yang
mempunyai fungsi arteri dan/atau kolektor.

(21 Dalam hal belum terdapat ruas Jalan Umum pada
kawasan yang bersangkutan dan diperlukan untuk
mengembangkan suatu kawasan tertentu, Jalan Tol
dapat tidak menjadi lintas alternatif.

(3) Ruas Jalan Tol dihubungkan ke ruas jalan non Tol yang
memenuhi kriteria paling sedikit:

a. melayani lalu lintas Llmum; atau

b. melayani lalu lintas tertentu dan menghubungkan
kawasan yang memberikan manfaat untuk
kepentingan umum.

(4) Jalan non To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit mempunyai fungsi kolektor dengan
spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas umum atau
setara dengan spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas
tertentu.

Bagian Keempat
Syarat Teknis

Pasal 6

(1) Jalan Tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan
kenyamanan yang lebih tinggi daripada Jalan Umum
non To1 yang ada dan dapat melayani a.rus lalu lintas
jarak jauh dengan mobilitas tinggi.

(21 Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jalan kelas I dan mempunyai spesifikasi
penyediaan prasarana jalan sebagai Jalan Bebas
Hambatan.

(3) Jalan Tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota
didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah
80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) dan
untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan didesain dengan
kecepatan rencana paling rendah 60 kmljam (enam
puluh kilometer per jam).

(41 Kecepatan rencana paling rendah Jalan Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
memperhatikan paling sedikit kondisi topografi,
keselamatan lalu lintas, kebutuhan biaya investasi, dan
implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.
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